
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : M.01-PR.08.10 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN  

HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR : M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 

TENTANG 

POLA PENYULUHAN HUKUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang: 

a. bahwa berhubung terdapat kesalahan dalam pengacuan, 

yakni Pasal 22 seharusnya Pasal 20 dan kesalahan 

penulisan jenis instrument hukum untuk pengaturan 

lebih lanjut yakni tertulis : Keputusan seharusnya 

Peraturan, yang terdapat dalam Pasal 60 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-

PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, 

maka pelu dilakukan pembetulan atas kesaslahan 

tersebut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-

PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. 

 

Mengingat : 

 

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4358); 

2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 



Nomor 4437); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952); 

5. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 62 Tahun 2005; 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 

Nomor 8/M Tahun 2005; 

7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia; 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola 

Penyuluhan Hukum. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01-

PR.08.10 TAHUN 2006 TENTANG POLA PENYULUHAN HUKUM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 60 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, 



Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 

36, Pasal 37, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Kepala 

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

     Ditetapkan di : Jakarta 

     Pada tanggal : 9 Januari 2007 

 

    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

       REPUBLIK INDONESIA, 

 

           ttd. 

 

        HAMID AWALUDIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


